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Abstract: The main characteristic which thows an autonomous territory able 1o be awtonomous led on
local government financial capabilities, it means that awtonomous district must have competency and
autharity fo discover, manage. and use its own financial resources adeguately for funding local government s
operation. Disirict original revenue (PAD) bécoming a financial resource which can fund public and
apparatus expenditure This research emplaved qualitative methods, data collecied through ohservations,
imterviews, and documentations. Whereas technical data analysis employed interactive modely which are
inciuding data reducrion, data presentation and conchuion drawing. This research resulls found thar
plantation sector still unable 10 support special autonomy implementation, unable to fund routine daily
expenditures. The acguisitions of PAD from plamation sector silll lower than the immense nominal of
district ¥ expenditures. Thus, the realization of PAD from plantation sector must be improved
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Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan
yang menganut azas desentralisasi dalam penyeleng-
garaan dan keleluasan kepada dacrah untuk menye-
lenggarakan otonomi daerah sejak dikeluarkannys
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-
rintahan Daerah yang selanjutnya direvisi dengan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Salah satu penycbab lahimya otonomi daerah
karena adanya daerah yang kurang puas dan merasa
diperlakukan tidak adil dalam pembagian kevangan
oleh Pemerintah Pusat. Dacrah sangat tergantung
kepada Pemerintah Pusat sehingga kemampuan
daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang
mereka miliki sangat terbatas, Daerah-daerah yang
merasa memiliki sumber daya alam yang melimpah
disumbangkan daerahnya.

Masalah hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah selama ini merupakan sumber
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ketidakpuasan masyarakat di daerah. Undang-yndang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
dacrah dan pusat pads prinsipnys mengalur penye-
lenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih menguta-
makan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang
mendasar dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
adalah mendorong untuk memberdayakan masyara-
kat, meénumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dalam
meningkatkan peran serta masyarakal, mengembang-
kan peran dan fungsi DPRD serta memperhatikan
potensi dan keanckaragaman daerah.

Pada umumnya sumber pendapatan asli dacrah
hanya mampu membiayai scbagian kecil anggaran
daerah, Pendapatan Asli Daerah hanya menyumbang
sebagian kecil APBD kabupaten. Kondisi semacam
ini jelas akan menyulitkan bag daerah-daerah uniuk
bisa “mandiri” dalam rangka mewujudkan otonomi
daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004,

Rendahnyn penerimaan dacrah tentunya mem-
buat mereka bergantung kepada bantuan dari pusat
untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah
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Daerah. Dalam rangka melaksanakan pengurusan
rumah tangganya sendiri Pemerintah Daerah diberi
kekuasaan dalam menghimpun dana. Pelaksanaan
desentralisasi berhak atas sumber-sumber penerima-
an berupa pendapatan asli daeruh, dana perimbangan,
pinjaman dacrah lain-lain penérimaan yang sah.
Sedangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil perusahaan daerah dan pengelolaan perusahaan
daerah dan pengelolaan kekayaan lainnya yang dipi-

Pemerintah Daerah diberi peluang untuk meng-
gali potensi sumber-sumber keuangannya dengan
menctapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain
yang sudah ditentukan, asalkan sesuai dengan bebe-
rapa kriteria sejauh tidak menyimpang dengan aruran
yang lebih tinggi.

Selain dari sumber-sumber pencrimaan Penda-
patan Ash Dacrah, pendapatan dacrah juga berasal
dari potensi-potensi vang dimiliki oleh daerah tersebut,
untuk itu Pemerintah Daerah harus dapat menggali
polensi-potensi yang ada di deerahnya untuk dapat
meningkatkan sumber pendepatan daerah, adapun
yang menjadi potensi pendapatan daerah yang dikem-
bangkan di Kabupaten Bireuen adalah perkebunan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan,
Pendapatan Asli Dacrah discktor perkebunan kabu-
paten Bircuen pada tahun anggaran 2008 masih jauh
dari target. Pendapatan Asli Dacrah disektor perke-
bunan tidak sesuai dengan target yang diharapkan.
Selain itu permasalaban utama yang timbul dalam
sektor perkebunan adalah kurangnya investasi di
Kabupaten Bireuen dikarenakan kondisi keamanan,
stabilitas politik serta berbagai faktor lainnya yang
menggangu pada sektor perkebunan khususnya di
kabupaten Bireuen.

Permasalahan lain yang timbul dalam bidang
mvestasi adalah persepsi tentang lama dan panjangnya
prosedur perizinan investasi. Kondisi ini tidak saja
berlaku didaersh, tetepi juga ditingkat nasional.
Prosedur yang panjang dan berbelit-belit tidak hanva
mengakibatkan ckonomi biaya tinggi, tetapi juga
menghilangkan peluang usaha yang scbenarnya dapat
dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusazhaan
maupun kepentingan daerah, seperti dalam bentuk
penciptaan lapangan kerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan
data secara Observasi, Wawancara dan Dokumen-
tasi. Sedangkan reknik analisis data model interakeif
oleh Milles dan Huberman (2004: 28) vang terdin dari
tiga kegiatan vang bersifat interaktif sebagai berikut:
Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesim-
pulan atau Verifikasi

HASIL

Kabupaten Bireuen lahir dari hasil pemekaran
Kabupaten Aceh Utara yang berdasarkan Undang-
undang Nomor 48 Tahun 1999 dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pem-
bentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1963),

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.901,21
Km'. Pada tahun 2003, secara administratif Kabu-
paten ini terdiri dari 10 Kecamatan (Kecamatan
Samalanga, Kecamatan Jeunib, K ecamatan Peudada,
Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Keca-
matan Makmur, Kecamatan Gandapura, Kecamatan
Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka),
50 Mukim serta 539 Desa dan 2 Kelurshan. Jumlah
penduduk pada tahun 2004 sebanyak 539.609 Jiwa,
vang terdiri dari 170.973 |aki-laki dan 179.636 perem-
puan dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,97% atau
dengan kata lain pada setiap seratus penduduk
perempuan terdapat 96,97% penduduk laki-laki.

Rata-rata kepadatan penduduk untuk setiap ki-
lometer persegi adalah 190 jiwa. Kecamatan yang
memiliki kepadatan vang terendah adalah Kecamatan
Peudada yakni 60 jiwa per kilometer persegi sedang-
kan kepadatan yang tertinggi di Kecamatan Jeumpa
yang mencapai 726 jiwa per kilometer persegi. Ham-
pir seluruh penduduk Kabupaten Bireuen beragama
Islam yakni mencapai 99,58%.

Pemerinah Kabupaten Bireuen merupakan salah
satu Kabupaten yang berada di wilaysh Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang terletak
dengan batas-batas sebagai benkut:




*  Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,

»  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan
Silih Nara, dan Kecamatan Timang Gajah Kabu-
paten Aceh Teungah.

*  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan
Muara Batu, dan Kecamatan Sawang Kabupa-
ten Aceh Utara.

*  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan
Bandar Dua, Kecamatan Meureudu, dan Keca-
matan Geumpang Kabupaten Pidie.

Luas wilayah berdasarkan tabel tersebut di atas,
peruntukkannya bermacam-macam seperti untuk
perumahan, pendidikan, pertanian, industri, perkan-
toran, periokoan, perhotelan, rumah makan di samping
untuk jalan dan fasilitas umum lainnya.

Kota Bireuen selain berfungsi sebagai ibukota
kabupaten, juga scbagai pusat kebudayaan, pendi-
dikan, keagamaan, perdagangan, dan lain-lain. Oleh
karenanva, fasilitas yang dimiliki harus menjangkau
scgenap keperluan yang ada dan sesuai dengan
peruntukkannya. Perkembangan pembangunan yang
semakin pesat dan kompleks membawa konsekuensi
vang baik untuk mempertajam kepekaan dan antisi-
pasi terhadap berbagai permasalahan vang menonjol
dengan upaya pembenshannya secars tepat dan
cepat.

Kabupaten Bireuen sebagai pusat pemerintahan,
ditantang untuk dapat berperan sebagai pusat pela-
yanan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial, cko-
nomi, dan pemerintahan serta fasilitas-fasilitas penun-
jang lainnya. Sebagai ibukota, Bireuen memikul beban
yang terus bertambah akibat membengkaknya arus
urbanisasi. Akibatnya, pembangunan perkotasn harus
disesuaikan dengan situasi tersebut scperti, permasa-
lahan ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan,
maupun perumahan dan permasalshan lainnya yang
memeriukan penanganan khusus.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bireuen

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten Bireuen dibidang
perpajakan dan retribusi dacrah, yang dipimpin oleh
seorang kepala dinas yvang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen
merupakan koordinator keuangan pemungut dan peng-
himpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya
yaitu perpajakan, retribusi dacrah, laba dari Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), pemakaian kekavaan
dacrah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Oleh kare-
na itu, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bircuen
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
otonomi daerah dibidang pendapatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas, Dinas Fmd.lplm Daerah Kabu-
pm:n Bireuen mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan

kabupaten
*  Pelaksanaan pelayanan wmnum
*  Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Di-

nas (UPTD) dan cabang dinas dibidang penda-
patan kabupaten
*  Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas

Sebagai suatu struktur kelembagaan vang ter-
organisir secara rapi, Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bireuen mempunyai susunan organisasi
yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bireuen Nomor 004 tahun 2001 Tanggal
19 Januari 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen, adapun
secara lengkap struknur organisasi Dinas Pendapatan
Dacrah Kabupaten Bireuen terdiri dari:

* Kepala Dinas
* Bagian Tata Usaha

- Sub Bagian Keuangan

= Sub Bagian Kepegawaian

= Sub Bagian Perlengkapan

- Sub Bagian Umum
*  Sub Dinas Program, membawahi:

Seksi Penyusunan Program
Seksi Pemantauan dan Pengendalian

- Seksi Pengembangan Pendapatan

- Seksi Evaluasi dan Pelaporan
*  Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, memba-

wahi:

- Seksi Pendataan dan Pendaftaran
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
«  Seksi Penetapan
- Seksi Pemeriksaan




+  Sub Dinas Penagihan, membawahi:
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi
Seksi Penagihan dan Perhitungan
Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan
- Seksi Pertimbangan dan Keberatan
*  Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain,
membawahi:
- Seksi Penata usahaan Penerimaan Retribusi
dan Pendapatan Lain.
= Seksi Peperimazn dan Lain-lain
- Seksi Penerimaan Badan Ussha Milik Dae-
rah dan Pendapatan Lain.
- Seksi Legalisasi Pembukugn Surat-surat

Berharga
*  Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, membawahi:
- Seksi Penatausahaan Dagi Hasil Pendapatan
Pajak dan Non Pajak
- Seksi Bagi Hasil Pajak
- Secksi Bagi Hasil Bukan Pajak
- Seksi Peraturan Perundang-undangan dan
Pengkajian Pendapatan
Cabang Dinas
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan dan Peranan Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bireuen

Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Bircuen
dibentuk berdasarkan Peraturan Dacrah (PERDA)
Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 1976 dengan
susunan organisasi dan tuta kerja berpedoman pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KPUD 7/1Y/
41-101 tangga! 6 Juni 1978 dan Peraturan Daerah
Kabupaten Bircuen No. 7/1979 tanggal 29 Novem-
her 1979 serta Surat Keputusan Bupati Aceh Utara
No. 188.4/8550/1980 tanggal 13 September 1980,
yang terdin dari:

Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas

Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tala

Usaha

Unsur Pelaksanasn yaitu Seksi-seksi

Untuk lebih lancarnya tugas dalam rangka
menunjang dan meningkatkan pembangunan terutama
di Dacrah, maka Pemerintah mengambil suatu
kebijaksanaan untuk suatu dinas yang mengurus

tentang penerimaan rumah tangganya di Dacrah da-

lam rangka membiaya pengeluarannya yaitu berupa

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bireuen terdini dan: Kepala Dinas, Sub Bagian Tata

Usaha, Seksi-seksi dan Unit Pelaksanaan Teknis

Dinas (UPTD).

Kepala Dinas dalam melakukan tugas, sepenuh-
nya bertanggungjawab kepada Kepala Dacrah/
Bupati. Sedangkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-
seksi dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Adapun rugas dan kedudukan Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bireuen dalam merealisasi
Pendspatan Asli Dacrah (PAD) yaiw yang rerdiri dari
Pajak, Retribusi, dan hasil usaha Dacrah lainnya yang
sah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Dacrah melaku-
hn tugas pokok scbagai berikut:

Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemu-

ngutan, pengumpulan, dan pemasukan pendapat-

an ke kus Daerah secara maximum.

*  Mengadakan penclitian dan mengevaluas tata
cara pemungutan Pajak, Retribusi, dan pungutan-
pungutan lainnya yang menjadi hak wewenang-
nya.

*  Memimpin dan mengkoordinir scluruh usaha di
bidang pungutan berdasarkan ketentuan-
ketentuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok Dinas

Pendapatan Daerah unfuk mencapa ujuan yang telah

ditetapkan oleh Pemerimah Daerah dalun melaksoa-

kan dan pengutipan pajak sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Aspek-aspek Penerimaan Pendapatan Asli
Dacrah Kabupaten Bireuen

Pada prinsipnya aspek-aspek Keuangan Daerah
Kabupaten Bireuen meliputi semua penerimaan Pen-
dapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pen-
dapatan Asli Daerah itu sendiri, yang berasal dari
pemberian Pemerintah maupun yang berasal dari lain-
lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan data dokumentasi yang penulis per-
oleh di bawah ini dapat disajikan aspek-aspek penen-
maan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai
berikut:




+  Pajak Daerah
= Pajak Hotel dan Restoran
= Pajak Hiburan
- Pajak Reklame

- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian C
Pajak Sarang Burung Walet
. erbusi Daerah
- Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan dan
Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk
- Retribusi Parkir di Tepi Jalan
- Retribusi Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan
Dacrah
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan
Pertokoan
- Retribusi Jasa Usaha Terminal
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan
Olah Raga
«  Retribusi Jasa Usaha Limbah
- Retribusi Lzin Mendirikan Bangunan
- Retribusi lzin Gangguan
- Retribusi Trayek
- Retribusi Uang Leges
- Retribusi Lzin Peruntukan Tanah
= Retribusi Surat 1zin Usaha Jasa Konstruksi
(SIUJK)
Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDFP)
Retribusi [zin Ussha Kelaotan dan Perikanan
Retribusi 1zin Usaha Perdagapgan, dll.
. Hml Perusahaan Milik Daerah
- Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
(Bank Pembangunan Dacrah)
*  Lain-lain Pendapatan vang Sah
Jasa Giro Kas Daerah
Sumbangan pihak ketiga (Bagian Ekonomi,
Kantor Kebersihan, Deperindakkop, Perke-
bunan, Perhubungan, dan Kelautan).
Pencrimaan lain-lain dan Produksi Usaha
Daerah, yaitu:

- Dinas Kelautan
= Dinas Pertanian
- Dinas Perkebunan
- Peredaran Hasil Hutan
= Penerimaan |ain-lain Dipenda (Dipenda)
- Penerimaan lain-lain (Perkebunan)
- Dana Perimbangan
- Bagi Hasil Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
Bagi Hasil Pajak Penghasilan
*  Bagi Hasil Bukan Pajak
«  luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)
-  Pungutan Pengusaha Perikanan
- Penerimaan dari Pertambangan Minyak
Bumi
Penerimaan dan Pertambangan Gas Alam
Dana Alokasi Umum (DAL)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Propin-
si, antara lain:
- Pajak Kendarazn Bermotor
-  BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Ber-
motor
Pajak Air Permukaan dan Air Bawah
Tanah
- Pajak Pengambilan Anggaran Belanja
Tahunan & Anggaran Pembangunan
- Penerimaan Dana Pendidikan Kabupa-
ten Bireuen

Ll

Bantuan Dana Kontingensi'Penyeimbang

Pendapetan Asli Daersh merupakan konsekuen-
si dari pelaksanaan Otonomi Daerah, untuk itu Peme-
rintah Kabupaten Bireuen telah melakukan berbagai
upaya dalam mewujudkan Otonomi Daerah tersebut.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut dilaku-
kan melalui berbagai cara dan teknik agar Pendapatan
Asli Dacrahnya dapat ditingkatkan dari tahun ke
tahun,

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ada-
lah suatu sasaran vang sangal penting. karena




Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah antara

lan:

*  Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepa-
da rakyat daerah yang bersangkutan.

+  Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab.

*  Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pe-
merintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah
khususnva.

Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan

pengawasan terhadap Dacrah dengan cara yang

lebih mudah dan berhasil guna.

+  Merupakan suatu pemberian kuasa kepada
Kepala Daerah untuk melaksanakan penyeleng-
garaan Keuangan Daerah di dalam batas-batas
tertentn,

Berhubungan dengan itu, maka Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah disusun dengan sebaik
mungkin dan dipertimbangkan dengan memperhatiikan
skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus ter-
arsh pada sasaran dengan cara yang berdaya guna
dan berhasil guna. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai rencana jangka pendek yang merupa-
kan perencanaan operasional anggaran, yang disusun
dan dilaksanakan untuk melanjutkan pelaksanaan
jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Ren-
stra Dacrah dan harus didasarkan pada prioritas dan
strategi vang telah ditetapkan dalam satu kesatuan
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah
dan Pembiayaan,

Pendapatan Asli Daerak dalam struktur Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah, dirinci menu-
rut kelompok pendapatan, yang terdiri dari Pendapat-
an Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Keuang-
an, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Selanjutnya
masing-masing kelompok pendapatan dirinci menurut
Jjenis serta objek pendapatan yang diperoleh.

Anggaran Pendapatan Dacrah Kabupaten
Bireuen terus mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun dengan kenaikan vang signifikan. Sejak
Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai kabupaten
terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Dacrah untuk mengimbangi belanja publik dan belanja
aparatur daerah. Adapun anggaran Pendapatan Asli
Dasrah Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 sampai

T
dengan tahun 2005 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bireuen
Tabus T ) .
2003 iy F1.484. 304 00, 00
2004 Rp 154 239 018 796,00
2008 Rp 206 11K 194 40000
2006 Rp 264 684,292 200,00
2007 Rp 12 5780 154 294 00
200 0410 27T 00
{Sumber Dircs Pendapatan Kabupaten Birvwen J104)

Belanja daerah dalam strukiur Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Apa-
ratur dan Belanja Pelayanan Publik. Masing-masing
belanja dininct menurat kelompok belanja vang terdin
dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional
dan Pemeliharaan, Belanja Modal, serta belanja lainnya
Selanjutnya masing-masing bidang belanja dirinci da-
lam beberapa jenis belanja serta objek belanja lainnya.

Perkembangan Belanja Publik dan Belanja Apa-
ratur Kabupaten Bireuen dapat dilihat dalam tabel
masing-masing di bawah ini:

Tabel 2. Belanja Publik Kabupaten Bireuen

Tahun e APBD =
0m e 78 254 06,00
2004 (e 126629 092 00
2004 Rp 1.353.796. 736,00
b{111 Rp 1087979 914,00
Hm Rp 400 660 364,00
2008 itp 7066430 199,00

1Sumber Bugion Kevamgoe don Amaparan Seidakad Sireuen. X6,

Tabel 3, Belanja Publik Kabupaten Bireuen
__ Tahua AFED

2008 Rp 33327 (85 000.00
2004 Rp Fe361 962 485 00
2008 Rp 9,405 805 546,00
2006 Rp 194402 718 963,00
2007 Rp 216 913 356 K12.00
2008 Bp 124.291 142 639,00
Totl6Tohua = Rp = TIAT20GE50500

Sumber Bagian Ky din Angpanan Setdabob Siresen. YN
Tabel 4. Belanja Aparatur Kabupaten Birewsen

_Tahus s APED
20403 Rp I7 442 420 000,00
2004 Rp V0w, RY 1 68911500
2008 Bp 134.TILI88 884 00
3 Hp Ta 51 512 O 00
20 Rp BEO04 93T 4TL00
2004 Rp 215819133 200 00

Tetsl 6 Tabun W aRLIETem

iSuumber Mﬁn&wn&m;wm&mu Jing)




Pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah merupakan komponen ang-
garan vang disediakan untuk menampung transaksi
keuangan guna menurut defisit atav untuk meman-
faatkan surplus pada tahun anggaran yang bersang-
kutan. Berkenaan dengan ketiga strukmur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah di atas, maka rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai
dengan lampiran Qanun tenlang Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Dacrah memuat uraian bagian, kelom-
pok, jenis dan objek pendapatan, belanja dan pem-
biayaan untuk setiap unit kerja daerah. Selanjutnya
untuk efektifitas tindak lanjut pelaksanaannya oleh
Dinas/Badan dan Unit Kerja Daerah, maka Qanun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
sehugai acuan kenja yang dijabarkan dalam Keputusan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pertimbangan Penetapan Target Pendapatan
Asli Daerah dari Sektor Perkebunan

Pemerintah Kota Bircuen dalam menetapkan
pertimbangan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan
pendekatan kinerja yaitu suatu anggaran yang meng-
vtamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau our-
put dari rencana alokasi biaya atau inpur yang ditetap-
kan dengan memperhatikan kondisi semua komponen
keuangan.

K emampuan keuangan daerah merupakan fakior
pendukung utama dalam perwujudan pelaksanasn oto-
nomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
Kabupaten Bircuen merupakan daerah otonom yang
sedang berupava untuk mewujudkan penyelengga-
raan pemerintahan yang mandiri dan berdasarkan
kemampuan keuangan daerah yang bersumber dan
Pendapatan Asli Daerah.

Setiap usaha yang dilakukan pemerintzh dalam
kegiatan pembangunan tidak aksn terlepas dari tahap-
an perencanasn. Perencanaan sangat menentukan
dan sangat berperan dalam melakukan suatu usaha.
Selain melakukan perencanaan pemerintah juga mela-
kukan penetapan-penctapan, khususnya dari scktor
keuangan, dikarenakan masih banyaknya anggaran-
anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan lain.

Pemenntah juga melakukan langkah-langkah da-
lam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah. Menu-
rut Drs. Tarmizi, M.Si, Sub Din Bagi Hasil Pendapatan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen
mengatakan:

“Pemerintah telah mensosialisasikan keguna-
an hasil/pendapatan PAD bagi Pemerintah Dae-
rah Kabupaten Birewven kepada masyarakar
{pengusaha), dan menggiatkan penjagaan pada
3 pos retribusi di Kabupaten Birewen, sehinggo
pembayaran retribusi dalam memenuhi target
Pendapaian Asli Daerah dapat berjalan dengan
baik.” (Wawancara, 21 Maret 2009).

Seperti apa yang telah divraikan dimuka, bahwa
faktor keuangan merupakan fakior vang essensial
dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam
melaksanakan otonominya. Selain itu dalam meme-
nuhi target Pendapatan Asli Daerah dari sektor perke-
bunan, Pemerinah juga gist melakukan program-pro-
gram tahunan, vaitu rencana kinerja, di mana rencann
kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana
kinerja sehagai penjabaran dari sasaran dan program
vang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perke-
bunan Kabupaten Bireuen dalam berbagai kegiatan
tzhunan.

Lebih lanjut. Tarmizi, M.Si, Sub Din Bagi Hasil
Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bireuen mengungkaphkan:

Yang perlu di perioritaskan adalah Pengadaan
lahan dan penanaman secara intensif dari sektor
sesuai dengan ilkim yang ada di Bireuen. (Wawancara,
21 Maret 2009).

Sementara itu menurut Agus Maidi, Sub Din
Program mengatakan bahwa:

"Dalam penyusunan rencana kinerja, Peme-
rintah telah melakukan program-program untuk
tercapainya target Pendapatan Asli Daerah, yaitu
mengadakan pertemuan dengan pengusaha-
pengusaha yang ada hubungan dengan Penda-
patan Asli Daerah, sehingga mereka ini dopat
membayar retribusi sebesar yang tercamtum dalam

Qanun Kabupaten Birewen, selain itu petugas juga
langsung mengadakan perigutipan retribusi pada
pengusaha pengangkutan hasil perkebunan/kehutan-
an”™ (Wawancara, 21 Maret 2009).

Berdasarkan pernyataan terscbut Pemermtah te-

lah menetapkan target kinerja selama setabun untuk
selurubh indikator kinerja yang ada pada tingkar



sasaran dan kegiatan. Pertimbangan penetapan tar-
get Pendapatan Asli Daerah juga merupakan pedoman
pelaksanaan tindakan-tindakan yang merupakan
kumpulan keputusan-keputusan vang menentukan
secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksa-
nakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tin-
dakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan
dan sasaran.

Elemen penting dalam pertimbangan penetapan
target Pendapatan Asli Daerah adalah kemampuan
untuk menjabarkan strategik ke dalam kebijakan-kebi-
Jjakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Berdasar-
kan pertimbangan di atas, maka Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Bireuen menetapkan ki-
nerja pembangunan dalam pencapai targst Pendapat-
an Asli Daerah sebagai berikut.

Pengembangan produksi hasil kebun dan hutan

vang diselenggarakan melalui ckstensifikasi,

intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan
konversi tanah.

- Peningkatan pengusahaan perkebunan rakyat,
perkebunan besar dan pengusahaan hutan
produksi, dan hutan rakyat.

- Pelestarian sumber daya alam.

Selain dari hal tersebut dalam pelaksanaan pene-
tapan target Pendapatan Asli Daerah dari sektor
perkebunan, Pemerintah juga melaksanakan program
pemberian bibit kelapa sawit, masyarakat juga diarah-
kan untuk memanfaatkan teknologi tepat guna tetapi
hal ini tidak didukung oleh penyuluhan secara berke-
lanjutan dari pelaksana penyuluhan lapangan akibatmya
masyarakat masih belum mampu memanfaatkan
teknologi dibidang pertanian.

Pemanfaatan teknologi di bidang pertanian dan
perkebunan dan cara bertani yang baik di Kabupaten
Bireuen masih sangat kurang. Hal ini disebabkan ber-
bagai kendala yang dihadapi. Pelatihan yang masih
dalam perencanaan diharapkan nantinya akan mampu
memberi wacana kepada petani agar mampu meman-
fantkan sumber daya manusia.

Mekanisme adalah usaha untuk meningkatken
hasil pertanian dan perkebunan dengan mempergu-
nakan atau memanfaatkan teknologi mesin untuk
membantu pekerjaan manusia. Penggunaan teknologi
untuk saat ini mutlsk dilakukan tidak hanya melakukan
usaha, ckstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi maupun
diversifikasi, karena penggunaan teknologi akan

mempercepat proses kerja dalam berbagai bidang pe-
kerjaan pertanian dan perkebunan.

Sehubungan dengan itu, diharapkan program-
program yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat guna untuk meningkat-
kan Pendapatan Asli Dacrah, dan juga untuk tercapai-
nya target Pendapatan Asli Dacrah dari sektor perke-
bunan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006
dari Sektor Perkebunan Tidak Mencapai Tar-
get

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pada
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Bireuen didukung dengan dana vang memadai, baik
jumlah dana maupun proses kelancaran pencapaian-
nya. Pembisyaan dalam struktur APBD merupakan
komponen anggaran yang disediakan untuk menam-
pung transaksi keuangan guna menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran
yang bersanghkutan,

Sehubungan dengan itu, maka Dacrah harus
mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang
sedapat-dapatnya menutup anggaran belanja publik
darpada Dacrah schingga tidak selalu tergantung pada
ganjaran subsidi dan sumbangan dari Pemerintah
Pusat. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari
Daerah sendiri akan semakin banyaklah kegiatan
Pemernintah dan pembangunan dapat dilaksanakan,
Tapi pada kenyataannya realisasi Pendapatan Asli
Daerah Tahun 2006 dalam pelaksanaan pembangun-
an perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Bircuen
ditemui kendala/hambalan yang terjadi.

Hambatan/kendala itu menurut Muhammad
Yusuf, SH (Sub Din Pajak dan Retribusi) mengatakan
bahwa:

"Saal ini realisasi Pendapatan Asli Daerah
dari sektor perkebunan kurang memenuhi harap-
an, dikarenakan kondisi keamanan pada tahun-
tahun sebelumnya, dan juga pembayaran retri-
busi oleh pengusaha pengangkutan tidak seswai
dengan (Qanun Kabupaten Bireuen (di bawah rar-
gel), banyak blangko (kwitansi) pembayaran, ber-
edar secara ilegal/palsu, dan lebik disayangkan
lagi banyaknya kendaraan pengangkutan hasil
perkebunarvkehutanan tidak berhenti di pos retri-
busi (walau distop oleh petugas), sehingga




pendapatan dari sekior perkebunan kurang me-
menuhi targel. (Wawancara, tanggal 20 Maret 2009),

Dalam hal ini pengelola dan jumliah tenaga yang
memadai, tersedianya dana baik bersumber dari dana
APBD Kabupaten serta tersedianya fasilitas sarana
dan prasarana merupakan faktor kekuatan yang pal-
ing dominan dalam mendukung kinerja instansi.

Selain hal terscut sumber daya manusia yang
handal juga sangat dibutuhkan untuk terwujudnya
kerjasama yang baik, terjalinya kerjasama yang siner-
gis antara masyarakat/petani dengan Dinas Kehutan-
an dan Perkebunan Kabupaten Bireven, maupun selu-
ruh dinas/badan/lembaga yang ada, juga sangat mem-
berikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja
dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-
nya.

Namun demikian masih banyaknya kendala dan
tantangan vang dapat menyebabkan kinerja Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen
belum dapat berjalan secara optimal disebabkan
adanya fuktor teknis dan non teknis yang tidak terduga
sebelumnya.

Lebih lanjut Drs. Nasruddin Ismail, Sub Din Pro-
gram berpendapat bahwa:

"Belum optimalnya kompetensi teknis yang
dimiliki oleh petugas dan penyuluh, kurang man-
lapnya pelaksamaan proses analisis kebutuhan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sehingga ma-
sih banyak jenis-jenis kegiatan yang diprogram-
kan yang belum mengacu pada hasil-hasil analisis
kebutuhan dalam memenuhi realisasi Pendapatan
Asli Daerah. pengaruh faktor eksternal yang
bersifar 1eknis dan non teknis, turut memberi
pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang
sedang terjadi secara umum di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.” (Wawancara, 21 Maret 2009)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Penda-
patan Asli Dacrah (PAD) sangat menentukan atau
memegang peranan yang penting bagi suatu daerah
dalam melaksanakan otonominya.

Pemerintah juga telah melakukan usaha-usaha
untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi,
schingga realisasi Pendapatan Asli Dacrah sesuai
dengan harapan.

Tjut Soeryati Daud, SE, Kepala Bagian Tata
Usaha Dipenda Kabupsten Bireuen mengatakan:

“untuk mengatasi kendala-kendala yang sering
terjadi seperti pengutipan retribusi, dinas yang
terkait mengadakan langsung pertemuan dengan
pengusaha dan lain-lain yang ada hubungan
dengan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mere-
ka ini dapat membayar retribusi tepat pada wak-
tunya, dan petugas langsung mengadakan pengy-
tipan retribusi pada pengusaha pengangkutan
hasil perkebunan/kehutanan.” (Wawancara, 22
Maret 2009,

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sum-
ber keuangan Daerah dalam upaya pelestarian pelak-
sanaan oftonomi, perlu direncanakan dan ditata dengan
baik. Mengingat besarnya Pendapatan Asli Daerah
yang akan diperoleh akan dapal mempertinggi peneri-
maan dacrah dalam penyediaan dana dalam pelaksa-
naan pembangunan, maka pendapatan dacrah lainnya
seperti iuran wajib pegawai, pajak penghasilan maupun
vang datangnya dari bantuan, subsidi akan dapat
membaniu kelancaran pembangunan.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Penetapan Target Pendapatan
Asli Daerah dari Sektor Perkebunan

Sumber daya hutan menghasilkan banvak man-
fuat (multi functions), mulai dari manfiaal yang pal-
ing mudah dikenali seperti kayu dan non kayu hingga
fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Akibatnya,
pemanfaatan hutan melibatkan banyak pihak dimana
pemanfaatan oleh satu pihak akan mempengaruhi

Pengelolaan sumber daya hutan tidak hanva ter-
batas pada pengambilan kayu dari hutan saja, namun
melibatkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan,
pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan dan
tidak kalah pentingnya faktor keamanan. Koordinasi
dilakukan karena pengelolaan sumber daya hutan
melibatkan banyak pihak, termasuk Dinas Pertanian,
Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi, BPPMD, Kes-
banglinmas, Dinas Perikanan, Dinas Pertambangan,
dan Dinas Perindustrian.

Sistem pemerintahan otonomi daerah menuntut
Daerah untuk memiliki kemandirian dalam mengatur
daerashnya sesuni kewenangan dacrah sebagaimana
discbutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa




Pemerintah Daerah menjalankan otonomi selunsnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Peme-
rintahan Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas
pembantuan.

Daerah Kabupaten Bireuen merupakan salah sa-
tu daerah Kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam
adalah sebagai dacrah yang mempunyai hak dan
wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indone-
s1a. Dalam permasalahan yang berhubungan dengan
pembiayaan atau keuangan meskipun belum
menunjukkan kemandirian kemampuan keuangan.
Dalam arti bahwa kalaupun terjadi kenaikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah lebih disebabkan
adanya penambahan alokasi belanja aparatur dan
belanja publik.

Schingga Pemerintah benar-benar harus mem-
pertimbangkan penstapan target Pendapatan Asli
Daerah dari sektor perkebunan, agar kevangan daerah
dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah Kabupaten
Bircuen dalam kebijakan pendapatan berdasarkan
pendekatan kinerja yaitu suatu anggaran yang
mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan our-
puf dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetap-
kan dengan memperhatikan kondisi semua komponen
keuangan.

Program perencanaan dan penetapan target di-
maksudkan untuk mewujudkan kepercayaan masya-
raka: melalui mekanisme pertanggungjawaban vang
konstruktif dan proporsional dan program ini diaralikan
pada sasaran meningkatkan kualitas perencanaan dan
penetapan target. Indikator untuk mengetahui mening.
kamya kualitas perencansan dan penetapan target
adalah kegiatan yang harus diselesaikan sesuai waktu
dan target perencanaan dan diharapkan pada setiap
tzhunnya akan meningkat.

Scperti yang kita ketahui secara garis besar Pen-
dapatan Asli Daerah bersumber dari pajak dacrah,
retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan
pendapatan lain-lain yang sah. Dalam mendukung pe-
laksanaan otonomi daerah Kabupaten Bireuen pera-
nan Pendapatan Asli Daerah sangat penting karena
sangst menentukan dalam pembangunan daerah khu-
susnya untuk pemanfaatan otonomi daerah.

Selain dari sektor perkebunan, sektor perpajakan
sangal berperan penting dalam proses peningkatan

pembangunan. Di samping itu, kebijaksanaan fiskal
diharapkan dapat menjadi salah saru strategi mencapai
aspck pemeratasn pembangunan.

Sementara itu, pengembangan sumber-sumber
penerimaan Pendapatan Asli Dacrah vang lain selain
akan menggambarkan kemampuan daerah dalam
menggali sumber-sumber pendanaan dan kantungnya
sendiri, sumber-sumber tersebut juga relatif akan lebih
berlanjut. Sehubungan dengan hal tersebut penvediaan
fasilitas dan kemudahan yang mendorong peningkatan
produksi rakyat kiranya perlu dikaji scbagai salah satu
peningkatan kemampuan keuangan dacrah vang pada
akhimya dapat mewujudkan kemandirian dacrah.

Untuk mengetahui pertimbangan penetapan Pen-
dapatan Asli Daerah di dalam pelaksanaan pemba-
ngunan, maka berdasarkan hasil studi dokumentas:
berikut ini disajikan analisis Pendapatan Asli Dacrah
dengan cara membandingkan besamnya Pendapatan
Asli Dacrah dengan pengeluaran pembangunan dae-
rah Kabupaten Bireven. Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bireuen yang terdiri atas pajak
daerah, retribusi daerah, penerrimaan dan dinas-dinas
dan lain-lain usaha yang sah terus-menerus ditingkat-
kan dan dikelola dengan scoptimal mungkin agar mam-
pu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam mengatur
dan mengurus rumah tangganya.

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis
peroleh dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Dae-
rah Pemerintah Kabupaten Birewen dari Tahun 2000
sampai Tahun Anggaran 2006 belum mampu meng-
imbangi pengeluaran pembangunan daerah Kabupa-
ten Bireuen.

Namun demikian, upaya pembuatan kemampuan
keuangan daerah terus ditingkatkan dengan ditopang
sumber-sumber pencrimaan yang kukuh dan berkelan-
jutan. Menilik komponen Pendapatan Asli Daerah
adalah pajak, retribusi, penerimaan bagian laba Badan
Usaha Milik Dacrah, penerimaan dinas dan peneri-
maan lain-lain, maka jelas komponen yang harus ma-
kin diperkuat dan diperbesar porsinya dalam struktur
Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan
retribusi daerah karena dari sektor perkebunan me-
mang tidak bisa diharapkan dikarenakan faktor-faktor
lertentu schingga pertimbangan penetapan Penda-
patan Ash Daerah benar-benar harus diperhatikan,
agar Pemerintah Dacrah dapat mengoptimalkan sum-
ber keuangan dengan baik.




Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006
dari Sektor Perkebunan Tidak Mencapai Tar-
get

Saluah saty peranan yang sangat mendasar vang
harus diperhatikan dari Pendapatan Asli Dacrah ada-
lah kemampuannya dalam merealisasikan anggaran
belanja rutin atau pengeluaran rutin dacrah. Dalam
hal ini Pendapatan Asli Dacrah tidak saja diharapkan
mampu memberikan kontribusinya terhadap belanja
rutin saja, tetapi Pendapatan Asli Daerah diharapkan
mampu menutup pembiaysan semua belanja rutin
daerah yang bersangkutan karena cksistensi dari
suatu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus
rumah tangganya adalah kemampuan dari daerah
tersebut dalam menutup semua belanja rutinnya.

Sebagaimana yang tertera dalam kebijakan
umum anggaran tahun 2006 telah diketahui bahwa
realisasi pendapatan daecrah vang ditetapkan dari
scktor perkebunan belum mencapai target, peneri-
maan retribusi dari sub sektor perkebunan pada bulan
Januari sampei dengan bulan Desember sebesar Rp
1.400.000.000,00, sedangkan target pencapaian retri-
busi dari sektor perkebunan sampai bulan Desember
Tahun 2006 belum mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini disehabkan oleh berbagai faktor, antara
lain faktor keamanan dimana pada tahun sebelumnya,
kondisi keamanan di daerah Aceh sangatlah rawan
semaksimal mungkin, selain faktor keamanan, fakior
birokrasi di Dinas Kehutanan sangatlah berbelit-belit,
schingga para pekerja/pengangikut barang enggan
untuk membayar retribusi sehingga realisasi Penda-
patan Asli Daerah dari sektor perkebunan tidak men-
capai target.

Pembangunan yang dijalankan Pemerintah bertu-
junn selain untuk meningkatkan kualitas insprastruktur
seperti jalan, jembatan, pelabuban, pasar dan juga
infrastruktur umum lainnya yang sangat dibutuhkan
masyarakat guna terciptanya pembangunan yang
merata. Dalam pencapaian target dari sektor perke-
bunan yang dijalankan dengan memanfaatkan dana,
partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna kelan-
caran pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi yang begimu luas diberikan kepada
masyarakat, kenyataan di lapangan pelaksanaan program
juga mengalami hambatan-hambatan yang paling
menonjol bersumber dan masyarakat sendin, di mana

diketahui bahwa masyarakat masih banyak berpen-
didikan rendah sehingga sumber daya manusia yang
terdapal di Kabupaten Bireuen masih relatif rendah.

Dari gambaran yang terjadi selama ini masva-
rakat menjadi objek dari sebuah istilah bernama pem-
bangunan, sementara mereka sendiri belum atau tidak
menikmatinya, bahkan sering rimbal konflik sosial
ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena i, pemba-
ngunan perlu ditingkatkan, direncanakan dengan
mengikutkan partisipasi masyarakat agar masyarakat
menikmati hasilnya.

Perencanaan yang dijalankan secara burton up
lebih efektif dalam mengajak masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah, masyarskat merssa ikut memiliki kepentingan
dalam pelaksanaan kegiatan dan Pemerintah sehing-
ga masyarakat mau berperan mengawasi pelaksa-
naan di lapangan,

Kegiatan pengawasan juga harus dilakukan da-
lam pengolahan hasil hutan, pengawasan yang dilaku-
kan memerlukan pengetahuan dan wawasan tentang
pekerjaan yang sedang dilaksanakan, pengawasan
efektif berjalan jika diawasi oleh orang-orang vang
mengerti. Selama ini kurangnya pengawasan yang
dijalankan Pemerintah juga salah satu kendala vang
dihadapi dalam realisasi Pendapatan Asli Dacrah
schingga retribusi yang ditargetkan kurang memenuhi
harapan.

Kurangnya sumber daya manusia yang handal
dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang
telah disusun juga membuat terhambatnya kegiatan-
kegiatan Dinas Kehutanan dalam memenuhi Penda-
patan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupa-
kan sumber keuangan daerah dalam upaya kelestarian
pelaksanaan otonomi daerah, perlu direncanakan dan
ditata dengan baik, sehingga setiap tahunnya menga-
lami peningkatan, mengingat realisasi Pendapatan Asli
Daerah yang diterima kurang memenuhi target.

Pendapatan Asli Dacrash memegang peranan
yang penting didalam penyediaan pembangunan Apa-
bila Pendapatan Asli Daerah itu melampaui belanja
rutinnya, maka jelas daerah itu akan dapat melak-
sanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
yang lebih banyak sehingga kemandirian daerah dalam
melaksanakan otonominya semakin terwujud.

Seperti apa yang telah diuraikan dimuka, bahwa
faktor keuangan merupakan faktor yang sangat




essensial dalam mengubah tingkat kemampuan dae-
rah dalam melaksanakan otonomi. Hal ini mudah dipa-
hami karena adalah mustahil bagi daerah-daerah
untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan peker-
jaannya dengan berdaya guna dan berhasil guna bagi
masyarakat tanpa tersedianya dana untuk itu.

Sehubungan dengan itu, maka daerah harus
mempunyai dan mampu menggali sumber-sumber
keuangan sendiri yang sedapat mungkin membiavai
anggaran belanja rutin daerah tersebut sehingga tidak
sclalu tergantung pads bantuan/subsidi dari Peme-
rintah Pusat. Semakin besar pendapatan yang diper-
oleh dani daerah sendiri, maka semakin banyak pula
kegiatan Pemerintah dan pembangunan Daerah
sangat menentukan atau memegang peranan penting
bagi dacrah dalam pelaksanaan otonominya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertimbangan penetapan target Pendapatan Asli
Daerah dari sektor perkebunan belum mampu mendu-
kung perwujudan otonomi khususnya ditinjau dan seg:
keuangan khususnya Pendapatan Asli Dacrah. Berda-
sarkan atas hasil analisis data, maka dapatlah ditarik
kesimpulan bahwa Peadapatan Asli Daerah Kabu-
paten Bircuen, termysta belum mampu untuk mem-
biayai belanja rutin yang harus dikeluarkan untuk mem-
biayai kegiatan schari-hari. Terlihat bahwa dalam me-
lakukan pertimbangan penetapan target Pendapatan
Asli Daerah Pemerintah belum mampu menetapkan
dan merencanakan anggaran sedemikian rupa sehing-
g2 penctapan target Pendapatan Asli Daerah dalam
rangka mendukung perwujudan otonomi daerah be-
lum dapat terlaksana seutuhnya.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan
ternyata belum mencapai target yang telah ditetapkan,
terlihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dari sektor perkebunan masih sangat minim diban-
dingkan dengan pengeluaran daerah yang sangat be-
sar mendukung pelaksanaan otonomi seperti yang
diharapkan.

Saran
Pemerintah Kabupaten Bireuen harus terus ber-

upays untuk menggali segenap potensi daerah,
memanfaatkan sumber-sumber penerimaan secara

optimal, menghilangkan atau setidaknya mengyrangi
sekecil mungkin kebocoran yang mungkin timbul, juga
yang tidak kalah pentingnya penyiapan atau pening-
katan sumber daya manusia sebagai pengelola dari
bermacam-macam sumber penerimaan, sebab tanpa
ada gunanya jumlah sumber daya slam vang relarif
besar tanpa didukung dengan kualitas dan fasilitas
yang memadai, maka pembangunan itu sendiri tidak
dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus mencari
solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul
di lapangan, Pemerintah Dacrah haruslah mening-
katkan lagi dan mengkaji ulang sistem-sistermn yang
dijalankan dan periu memahami dan mengenali haragp-
an masyarakat schingga masyarakat merasa diperlu-
kan (partisipasi) dalam pelaksanaun pembangunan.
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